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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.58 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Ini yang terakhir masuk Pemohon dari Kabupaten
Banggai? Oke, silakan!

Bismillahirrahmaanirrahim.  Sidang dalam Perkara Nomor
10/PHP.BUP-XIX/2021 dan 104/PHP.BUP-XIX/2021 dengan ini dibuka
dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu.
Bahwa penyelenggaraan penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah
Konstitusi ini, itu berlaku dua protokol. Protokol mengenai hukum acara
Mahkamah Konstitusi yang harus semuanya dipahami, ya, supaya bisa
berjalan dengan sebaik-baiknya, tapi juga ada protokol kesehatan yang
harus ditaati karena di era Pandemi Covid-19 ini. Sehingga Saudara-
Saudara masuk ke gedung ini, itu semuanya harus di antigen, tapi lain
kali kalau Anda mempunyai antigen dari instansi yang berwenang dan
masih berlaku dua hari. Jadi, berlakunya hanya dua hari. Maka itu bisa
tinggal tunjukkan saja tanpa di antigen di sini. Tapi kalau dicurigai
suratnya itu palsu atau tidak lembaga yang berwenang, maka Anda
diminta antigen lagi, ya. Karena kalau yang tidak punya antigen itu
diharapkan datang lebih awal, supaya tidak terlambat semacam ini, ya.
Karena antigennya kan harus antri dan sebagainya, ya, supaya datang
lebih awal, bisa di antigen terlebih dahulu. Itu yang pertama.

Kemudian protokol kesehatan yang lain, di ruang ini yang masuk
terbatas. Oleh karena itu, bisa hadir secara luring seperti ini dan
diharapkan bisa daring kalau yang tidak tetap di sini, dibatasi di sini, bisa
secara daring.

Begitu juga untuk seluruh dokumen harus di sterilisasi dulu. Oleh
karena itu, kalau hadir di sini memerlukan waktu untuk sterilisasi
dokumennya, juga harus datang lebih awal. Nanti lain ... persidangan
yang berikutnya harap diperhatikan.

Kemudian pertemuan di satu ruangan semacam ini juga ada
protokol kesehatannya. Kita tidak boleh berlama-lama karena berbahaya,
penularan paparan covid bisa terjadi di ruang-ruang pertemuan
semacam ini, sehingga ada physical distancing, ada penggunaan master
... masker yang betul, bicara juga harus tetap pakai masker. Kemudian
juga durasi pertemuannya dibatasi. Begitu selesai, ruangan ini juga di
disinfectant lagi. Sehingga kita harus betul-betul menggunakan waktu
yang efisien. Bicaranya tidak perlu bertele-tele, bicaranya singkat.
Karena apa? Yang dipentingkan adalah dokumennya. Seluruh dokumen



sudah dibagikan dari Pemohon, nanti juga dari Pihak Terkait, Bawaslu,
dan dari Termohon juga nanti dibagikan dengan bukti-buktinya.

Jadi, kita berbicara secara efisien saja.

Baik, sebelum kita mulai, silakan memperkenalkan diri Pemohon
10/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Waalaikumssalam wr. wb.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Yang Mulia, Pemohon 10/PHP.BUP-XIX/2021 saya sendiri Kuasa
Hukum, Muhammad Rullyandi yang hari pada hari ini.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Pemohon 104/PHP.BUP-XIX/2021?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita
semua, om swastiastu, namo buddhaya. Izinkan saya, Yang Mulia, saya
hadir di sini, Harli, bersama kawan Putu Bravo. Dan hadir secar online
ada Pasangan Calon Ibu Holiliana dan Abudin Halilu. Ada Franditya
Utomo, ada Nurul hadir secara online, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian kalau ada bukti tambahan, silakan diserahkan
sekarang, akan kita verifikasi sebelum disahkan diakhir persidangan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Izin, Yang Mulia.



10.

11.

12,

13.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, satu-satu bicaranya. Siapa dulu, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, kami mau menyerahkan bukti tambahan, Yang Mulia, tapi ini
belum di kuping, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Belum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, alat daftar buktinya sudah tersedia, cuman belum (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, harus di kuping. Jadi, harus memenuhi. Yang diserahkan itu
yang memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK. Satu, sudah
disterilisasi. Dua, ada stikernya berarti. Yang ketiga, sesuai dengan PMK
harus dikasih kuping, ada daftar buktinya, ya, itu segera dilakukan.
Diserahkan di ... selesai persidangan dianggap tidak ada bukti tambahan.
Jadi itu. Nanti sebelum sidang ini selesai, sudah harus disahkan. Atau itu
diserahkan dulu, nanti dilihat, nanti setelah ... apa ... persidangan baru
dikasih kuping. Tapi belum bisa diverifikasi. Ya, diterima dulu, Mas!
Supaya menunjukkan bahwa bukti ini sudah masuk, tinggal nanti
diselesaikan. Daftar buktinya sudah ada? Ya, kalau daftarnya sudah ada,
sudah di leges, sudah di stiker? Sudah di leges juga, sudah distiker, ya,
tinggal kasih kuping, silakan siapkan itu.

Pemohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, ada apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami sebetulnya ada
bukti tambahan, tetapi karena belum kami persiapkan leges dan tadi
barusan saya juga baru sidang di Panel 2, kami untuk Raja Ampat
mengajukan bukti tambahan disusulkan setelah persidangan ini?



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak bisa kalau di sini, enggak bisa. Kita harus menerima
sebelum persidangan ini ditutup.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Kalau sudah ditutup, itu sudah enggak ada bukti tambahan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian ini semua berlaku untuk Panel yang lain juga,
kalau perkara Saudara berlanjut, maka sebetulnya masih bisa
mengajukan permoho ... anu ... bukti tambahan. Tapi kalau perkaranya
tidak berlanjut, pada tanggal 15, 16, 17 sudah diputus tidak berlanjut,
ya, sudah selesai. Makanya, bukti tambahan harus diserahkan pada
kesempatan ini, sebelum persidangan selesai.

Baik, sekarang Termohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021,
siapa yanghadir?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: NASRUL JAMALUDIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Nasrul Jamaludin dari Kuasa
Hukum Termohon, KPU Banggai.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Sendiri, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: NASRUL JAMALUDIN

Sendiri, Yang Mulia.



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, Termohonnya, siapa
yang hadir?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: SAHRUL

Izin, Yang Mulia, yang hadir Kuasa Hukum atas nama Sahrul,
kemudian ada Prinsipal kami salah satu Komisioner Morowali Utara, Pak
Jasman. Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.
Bawaslu dari Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu
Banggai berarti, Kabupaten Banggai?

BAWASLU: ABD. RAHMAN SANGKOTA (KAB. BANGGATI)

Terima kasih, Yang Mulia, untuk Banggai berdua didampingi sama
Komisioner Bawaslu Banggai ... Bawaslu provinsi. Terima kasih, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu Morowali Utara, Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021,
siapa yang hadir?

BAWASLU: ANDI ZAINUDDIN (KAB. MOROWALI UTARA)

Baik, izin, Yang Mulia. Saya Andi Zainuddin bawas ... Bawaslu
Morowali Utara, bersama Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya, terima kasih.
Pihak Terkait kenapa masih duduk di situ? Karena Saudara belum
. Permohonannya belum dikabulkan dan belum ditetapkan untuk
menjadi Pihak Terkait. Sementara, masih Calon Pihak Terkait.
Siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021?



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: REZA M. NOOR

Terima kasih, Yang Mulia, nama saya Reza Muhammad Noor
bersama rekan saya Zulharbi Amatahir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/20217

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
104 /PHP.BUP-XIX/2021: LA ODE MUHRAM

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir secara langsung Dr. Umbu
Rauta dan saya sendiri, La Ode Muhram. Hadir secara daring, Dr. Winner
Agustinus Siregar, Yansen Kundimang, Abdul Rahman, Muhammad
Balyah, dan Prinsipal kami, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi. Terima kasih,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu tadi yang di belakang sana ada satu lagi belum dikenalkan,
siapa itu? Yang itu anu ... dari mana?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: NASRUL JAMALUDIN

Oh, ya, Yang Mulia, KPU Banggai.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
KPU Banggai.

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: NASRUL JAMALUDIN

Supriadi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi anu, ya, Prinsipal, ya? Oke.

Jadi yang hadir dari Termohon Banggai, KPU Banggai, itu ada
Kuasa Hukum, Pak Nasrul dan Prinsipalnya siapa yang hadir? Supriadi.
Baik. Tadi enggak dikenalkan nanti enggak dianu loh, Mas ... nanti suruh
pulang sendiri nanti.



38.

39.

40.

41.

42,

43.

Ya, baik. Sudah semua? Yang hadir secara daring bisa
mendengarkan suara di persidangan ini, ya? Tidak perlu ... tadi sudah
dipanggil, tapi sudah bisa mendengarkan suara kami di sini.

Baik, sekarang kita mulai dulu dari Banggai. Jadi tadi
sebagaimana sudah saya sampaikan bahwa durasi pertemuan yang
semacam ini, itu dibatasi dari sisi yang hadir, orangnya, tapi juga
dibatasi durasinya.

Oleh karena itu, yang penting adalah dokumen-dokumennya
sudah dan sudah dibagikan seluruhnya, sehingga itu sudah menjadi
bahan yang lengkap. Apa yang disampaikan? Pokok-pokoknya saja, tapi
itu tidak mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan, ya.

Ya, silakan Pemohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021 di
pokok-pokoknya saja.

Saya Klarifikasi dulu. Menurut Saudara KPU itu menetapkan hasil
rekapitulasi penetapannya kapan dan diumumkan kapan, menurut
Pemohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Yang Mulia. Bahwa KPU telah memutuskan Keputusan KPU Nomor
72/HK.03.1.KPT/7201 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, dianggap dibacakan itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kapan? Ditanya kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Itu pada tanggal 15 ... 15 Desember 2020, Yang Mulia, sehingga
(...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 15?



44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

15 Desember 2020 tepatnya itu sekitar Pukul 10.22 Waktu
Indonesia apa itu? Tengah. WIT ... WIT[Sic!].

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, terus Anda mengajukan Permohonan yang pertama kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Tanggal 17 Desember, masih dalam 3 hari tenggang waktunya,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tanggal 177?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. 17 Desember 2020.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tanggal 15, 16, 17, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Kami mengajukan Perbaikan Permohonan.



53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Mengajukan Perbaikan Permohonan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Tanggal 21 Desember karena ada 2 hari libur, Sabtu dan Minggu,
Yang Mulia. Jadi Jumat, kalau tidak salah itu ketemunya hari Senin,
tanggal 21 Desember itu, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanggal 217?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, hari ketiganya pas di hari tanggal 21 Desember.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke, berarti (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Masih dalam tenggang waktu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Masih dalam tenggang waktu menurut Saudara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu yang akan dibacakan untuk yang menjadi dasar
Permohonan ini yang Permohonan awal atau Perbaikan Permohonan?



62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu, silakan membacakan Perbaikan Permohonan.
Pemohon itu calon nomor urut berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Nomor Urut 03, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Karena itu mempunyai ... anu ... ya, bicara menjadi subjek
hukum dalam perkara ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Silakan, bacakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)
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71.

72,

73.

74.

75.

76.

77.

78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sampaikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dalil-dalil Permohonan Anda.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai dengan
Nomor Urut 03, Ir. H. Herwin Yatim, M.M. — H. Mustar Labolo sebagai
Pemohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, dalam hal ini
mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi
perihal Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 72 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelumnya saya minta ... saya tanya dulu. Pemohon itu
memperoleh suara berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Sebentar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Suara yang diperoleh?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, saya bacakan dulu, Yang Mulia. Takut kesalahan. Suara dari
Pemohon adalah 64.362 suara, Yang Mulia.
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79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus perolehan suara Pihak Terkait berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

88.011 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus selisih perolehan suaranya berarti berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Selisih perolehan suaranya adalah 23.649 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Menurut Pasal 158 yang diperbolehkan selisih suaranya jadi
berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, yang diperbolehkan menurut hasil Pasal 158 adalah 1,5%
ambang batas, yaitu sudah melebihi dari 3.021 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Kenapa mengajukan Permohonan ke Mahkamah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, ya. Boleh saya bacakan, Yang Mulia?
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!
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88.

89.

90.

91.

92.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Dari ... dari ini ... dari Permohonan kami, Yang Mulia. Terima
kasih.

Bahwa sekalipun perolehan suara Pemohon sebesar 23.000 ...
sekalipu selisih perolehan suara Pemohon sebesar 23.649 suara, yang
melebihi 3.021 suara atau 1,5% ambang batas, akan tetapi perolehan
suara Pasangan Calon Nomor Urut 02, Ir. H. Amirudin — Furganuddin
Masulili, yang memperoleh suara terbanyak diperoleh dengan cara yang
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu adanya
temuan masif dan signifikan atas praktik money politics yang
menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, Ir. H. Amirudin — Drs.
Furganuddin Masulili, sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara yang
terjadi di 23 kecamatan pada masa tenang, sebelum dilaksanakan hari
pemungutan suara, terbukti dengan adanya sejumlah temuan dari ...
laporan dari pihak masyarakat dan laporan dari Tim Pemohon.

Dua, adanya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya ... berhenti dulu. Dalil ini apakah sudah dilaporkan ke
Bawaslu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Kami sudah melaporkan kepada Bawaslu, Yang Mulia. Jadi, ta
... money politics ini baru kemudian mendekati bulan ... akhir Desember,
setelah kami mendaftarkan Permohonan, itu seluruh 43 laporan money
politics dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan di tingkat
penyidikan. Karena itu terjadi perbedaan pendapat antara Bawaslu
Kabupaten Banggai dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Dimana
Bawaslu Banggai (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Mengatakan 20 laporan (...)
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ada itu di Permohonan, Anda sampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ada. Ya, baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Sekarang dalil yang kedua.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Kemudian, adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, masif
yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak
Calon Bupati dan Wakil Bupati Bai ... Bupati Banggai berjalan tepatnya di
awal tahun 2020 sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara
yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, Ir. H.
Amirudin — Drs. Furganuddin Masulili, dengan melibatkan ASN Kepala
Dinas Sosial Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai dan Kabag Kerja
Sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bagai ... Banggai, serta keterakitan
program Kementerian Sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan
pasangan ... Pasangan Calon Nomor Urut 02 tersebut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, baik. Jadi, itu ada keterlibatan ASN?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus, dalil berikutnya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Kemudian, adanya temuan masif dan signifikan atas praktik
money politics yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

pada saat hari pemungutan suara 9 Desember yang terjadi di TPS,
maupun adanya beberapa kejadian khusus mengenai pemilih ... daftar
pemilih tambahan yang baru (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini sudah dilaporkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Sudah, sudah, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Diproses sampai di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Ada yang diproses pada saat di tingkat ... rekapitulasi di
tingkat kecamatan dan ada juga yang tidak diproses, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kenapa tidak diproses itu? Nanti (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bawaslunya merespon, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Boleh kami lanjutkan, Yang Mulia?
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!
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110.

111.

112,

113.

114.

115.

116.

117.

118.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Bahwa ... kami langsung masuk ke bagian Pokok Permohonan
kami, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Loh, ini sudah Pokok Permohonan ini. Kecuali (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, inti.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dalil-dalilnya, kok (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Tadi menyambung dari bagian Legal Standing karena menyangkut
Pasal 158 ambang batas (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu sudah tadi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang dalil-dalilnya. Tadi sudah dua dalil. Sekarang dalil yang
ketiga apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, Yang Mulia. Jadi, sesuai dengan sistematika kami di bawah
Permohonan ini (...)
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119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang tinggal dalilnya apa lagi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

NOMOR 10/PHP.BUP-

Mengenai ... mengenai 40 ... 42 pelanggaran money politics
sudah kami sampaikan tadi kepada Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, sekarang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Kemudian (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Money politics sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Kemudian (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Keterlibatan ASN sudah (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Dalil apa lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

NOMOR 10/PHP.BUP-

NOMOR 10/PHP.BUP-

NOMOR 10/PHP.BUP-

NOMOR 10/PHP.BUP-

Ini mau saya bacakan dulu, Yang Mulia. Karena (...)
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129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, saya enggak buat saja tahu, kok. Yang buat malah enggak
tahu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif
yang terencana sejak awal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak
Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai, tepatnya di awal tahun, bulan
Februari, sebelum dilaksanakannya rapat pemu ... pemungutan suara
yang telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, Ir. H.
Amirudin — Drs. Furganuddin Masulili, dengan melibatkan ASN, yaitu
secara pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kami jelaskan
lebih lanjut, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lho, tadi keterlibatan ASN sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalilnya itu menyangkut money politics. Money politics itu
dilakukan sebelum pemungutan suara dan sesudah ... pada waktu

pemungutan suara, itu sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, narasinya itu ada di dalam Permohonan, semuanya sudah
baca, enggak usah di ... anu.
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136.

137.

138.

139.

140.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus dalil yang kedua, keterlibatan ASN yang dilakukan oleh
kepala dinas dan kepala bagian berupa ... tadi apa ... itu sudah. Sekarang
dalil yang ketiga.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Karena tadi sudah dibahas, Yang Mulia, dalil-dalil kami
mengenai pelanggaran money politics, dan ASN, dan kemudian secara
pelanggaran terstruktur, sistematis kami juga sudah sampaikan di dalam
Permohonan ini ada beberapa surat pernyataan dari berbagai
masyarakat, tentunya ini juga menjadi pembuktian kami. Dan ada satu
hal yang kami ingin sampaikan, Yang Mulia, bahwa terkait dengan
adanya bukti ... bukti dalam ... janji terhadap Pasangan Calon Nomor
Urut 2 pada saat itu yang memberikan satu ... apa namanya ...
dukungan, dukungan dari kelompok PKH ... SDM PKH, yang mana telah
dilakukan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Banggai yang terbukti telah
adanya netralitas, dimana SDM PKH itu yang diangkat oleh Kementerian
Sosial ... melalui Kementerian Sosial, akhirnya diberhentikan karena
adanya dugaan keterlibatan mendukung ... netralitas terhadap calon
pasangan tertentu berdasarkan adanya Surat Kabupaten Bawaslu
Banggai.

Nah, dengan demikian kami menyampaikan kepada Mahkamah,
sebagaimana dalam bukti-bukti kami, terlampir, dan ada beberapa
perkembangan lainnya, Yang Mulia, bahwa kami juga telah melaporkan

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Perkembangan apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Perkembangan keterangan pemalsuan dalam putusan Bawaslu

provinsi di Sulawesi Tengah terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematis,
dan Masif dengan temuan, yaitu Ir. Amirudin Tamoreka sebagai
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141.

142.

143.

144,

145.

146.

147.

pasangan calon yang pemenang, dalam hal ini Pihak Terkait, yang
putusannya itu pada tanggal 20 ... 20 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa itu? Berupa apa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

28 Desember 2020, Yang Mulia. Jadi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa itu? Berupa apa itu? Pemalsuan apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dimana dalam
persidangan ini ada keterangan dari Didi Hinelo, yaitu seorang ASN yang
tidak mengakui adanya pertemuan itu untuk dalam rangka mendukung
salah satu pasangan calon yang menang, vyaitu Ir. H. Amirudin
Tamoreka, tetapi kami memiliki bukti dan kami sudah melaporkan ke
Bareskrim Mabes Polri dan tanggal 26 Januari 2021 ... 27 Januari 2021
kemarin, kami sudah mendapatkan surat panggilan untuk pemeriksaan
yang dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Itu sebagai (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah. Sekarang dalil yang lain, apalagi?
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148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, Yang Mulia. Ya, dan kami juga mengadukan ke beberapa
instansi atas penghentian 43 laporan money politics di Gakkumdu,
Bawaslu kabupaten (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lho, money politics itu sudah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, ini hanya informasi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nanti kan diperiksa narasinya apa.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Informasi lanjutan, Yang Mulia. Dan terakhir, Yang Mulia, kami
juga menyampaikan ada dissenting opinion dalam Bawaslu ... Anggota
Bawaslu Majelis Pemeriksa di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Sutarmin
D. Hi. Ahmad yang mengatakan bahwa terbukti terjadi pelanggaran
terstruktur, sistematis, dan masif.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Dan dengan demikian, kami ingin menyampaikan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dissenting opinion itu nanti yang me ... anu ... jadi begini, ya,
untuk pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Termohon yang

dituduhkan dalilnya, nanti direspon oleh KPU. Untuk yang menyangkut
Bawaslu, direspon oleh Bawaslu. Untuk yang menyangkut Pihak Terkait,
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yang merespons Pihak Terkait. Ya, gitu saja, kan? Jadi jelas dalil-dalil
yang disampaikan. Ayo, silakan!

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik. Selanjutnya bagian Petitum kami, Yang Mulia. Kami ingin
menyampaikan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-
Kpt/7201/KPU-Kab/X1I/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun
2020 tanggal 15 Desember 2020 Juncto Berita Acara dan Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di
tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai
berikut:

- Ir. H. Erwin Yatim, M.M. — H. Mustar Labolo, perolehan suaranya
adalah 64.362.
- Nomor Urut 2, Ir. H. Amirudin — Drs. Furganuddin Masulili,
perolehan suaranya adalah 48.011.
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ir. H. Amirudin (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebentar. Berhenti dahulu. Silakan, Prof. Saldi.
158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang Saudara baca itu di sini halaman berapa, ya?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Halaman 52, Yang Mulia.
160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Halaman?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

52.
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162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Perbaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, perbaikan, betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Coba baca lagi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

4. Menyatakan pasangan calon nomor urut (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan, nomor 3 yang tadi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Nomor 3:

- Ir. H. Herwin Yatim, M.M. — H. Mustar Labolo, perolehan
suaranya=64.362.

- Nomor Urut 2, Ir. H. Amirudin — Drs. Furganuddin Masulili,
perolehan suara=48.011.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin —
Drs. Furganuddin Masulili) terbukti secara sah dan meyakinkan
telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilihan
Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 secara
terstruktur, sistematis dan massif.

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Nomor Urut 2
(Ir. H. Amirudin — Drs. Furganuddin Masulili) sebagai Peserta
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170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

Pemilihan Umum Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banggai
Tahun 2020. (...)

6. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Herwin Yatim,
M.M. — H. Muhammad ... H. Mustar Labolo sebagai bupati dan
wakil bupati terpilih periode tahun 2020 — 2025.

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada lagi Prof? Cukup. Yang Mulia Pak Manahan? Cukup. Baik,
terima kasih Pemohon Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHP.BUP-
XIX/2021: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten
Morowali Utara. Ya, jadi pokok-pokoknya saja yang ringkas.

Saya minta klarifikasi dulu, menurut Pemohon KPU Kabupaten

Morowali Utara menetapkan hasil pilkada 2011 ini kapan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Izin, Yang Mulia. Ini tetapkan pada hari Kamis, tanggal 17
Desember 2020.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

17 Desember.
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177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Kemudian hari ... seharusnya ini diajukan pada tanggal 9 ... 20
dari 17, 18, 19. Karena 19 jatuh pada hari Sabtu, hari bukan kerja, hari
libur, maka kami ajukan tanggal 21, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, lalu perbaikan kami lakukan tanggal 23 Desember 2020.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Masih?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, dengan demikian ini masih (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, berarti (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, masih tenggat waktu yang dibolehkan dalam (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Berarti yang dipakai Perbaikan Permohonannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
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186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, silakan bacakan! Jadi tenggang waktu pengajuan pertama
dan tenggang waktu Perbaikan Permohonan masih dalam tenggang
waktu semua, ya? Menurut Anda gitu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik. Silakan sekarang dibacakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, perolehan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kok anu selisih perolehan suara Pemohon dapat berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia. Menurut Termohon, Pemohon memperoleh
suara=33.396. dengan demikian menurut ini terjadi selisih sekitar 600
suara, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Selisihnya hanya 600 suara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, 600 lebih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh karena itu, menurut Saudara masuk 158?
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195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

619 ... 619 suara, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, semestinya berapa bisa masuk 158?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, kalau kita jumlah agregat penduduk di Morowali, di bawah
250.000. Dengan demikian (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
He em.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ini masuk kategori 2%. Nah, total suara sah itu adalah 67.412,
jika kita kalikan dengan 2%, maka kita peroleh 1.349, Yang Mulia.
Sedangkan selisih antara a ... Pasangan Urutan 2 dengan pemenang
adalah 619 suara. Dengan demikian masih memenuhi ketentuan Pasal
158 ayat (2), Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, itu menurut Saudara begitu, ya. Terus sekarang dalil-
dalilnya!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kalau bisa dibuat kesalahan apa yang dilakukan Termohon atau

pelanggaran apa, kemudian nanti Bawaslu ... yang menyangkut Bawaslu,
dan yang terakhir yang menyangkut Pihak Terkait, silakan!
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203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Yang pertama adalah Termohon tidak melaksanakan rekomendasi
Bawaslu untuk pemungutan suara di 4 TPS, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kenapa diminta pemungutan suara? Ada persoalan apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Karena terjadi kesalahan hitung di ... di TPS, Yang Mulia.
Kemudian ada ... ada satu pemilih itu menggunakan dua surat suara, ini
bertentangan dengan asas pemilih.

Yang kedua (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi coblos dua kali itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, bisa dianggap coblos dua kali, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di mana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Itu di TPS 1 Desa Peboa.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, TPS 1 Desa Peboa. Kemudian ada satu orang pemilih
menerima dua surat suara itu di Bungintimbe, Yang Mulia. TPS 4.

28



212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Kemudian di Desa Mondowe pada saat pemungutan suara
ditemukan dua surat suara kabupaten dalam kotak surat suara gubernur,
Yang Mulia. Sehingga selisih antara pengguna hak pilih dan surat suara
yang digunakan itu tidak presisi, Yang Mulia. Karena ada surat suara
yang dimasukan salah di tempat yang lain.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terus dalil yang lain?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, kemudian TPS nomor 2, Desa Momo, Kecamatan Momosalato
itu pemungutan suara ditemukan dua surat suara kabupaten dalam
kotak suara gubernur, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Sehingga tidak presisi antara pemilih yang hadir di TPS dengan
surat suara yang digunakan, Yang Mulia. Karena ada yang dimasukkan di
tempat lain, salah masuk.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
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220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus dalil berikutnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, kemudian adanya surat suara pemilihan bupati dan wakil
bupati berada di kotak suara (ucapan tidak terdengar jelas) Desa Momo
ini tadi saya sudah ini ... kami sudah bacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah itu yang dianggap suara sah itu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, ya ini ... nah ini kami, ya. Kemudian KPPS tidak menyediakan
daftar hadir, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tidak ada daftar hadir.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, kami kehilangan ... ya sekitar 278 suara di sini, seharusnya
KPPS itu menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Bahwa KPPS itu mendaftarkan pemilih DPT di dalam daftar A3-
KWK, ada absen yang sudah disediakan. Karena asas kepastian hukum.
Kemudian pemilih tambahan didaftar di ATb-KWK sebagai daftar pemilih
tambahan. Kemudian pemilih DPPh didaftarkan di A4-KWK, Yang Mulia.
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228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Tapi ini absennya semua tidak dibuat, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, di 4 TPS itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Termasuk C, daftar hadir juga tidak dibuat, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus dalil berikutnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ini yang berikutnya adalah ini terdapat pengurangan suara
sebanyak 105, Yang Mulia, itu di (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa pengurangan suara itu?
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237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Pengurangan suara itu kami ... satu, pertama, kami temukan ini di
PPK, Yang Mulia. Kami mene ... kami keberatan di PPK, kami protes
untuk memperbaiki ini karena jumlah ... seharusnya jumlah pengguna
hak pilih yang datang di TPS sesuai daftar hadir itu harus sama dengan
surat suara yang digunakan. Tetapi surat suara yang ... apa ... digunakan
itu kurang, Yang Mulia. Berarti ada pengurangan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pengurangan. Siapa yang dirugikan dengan pengurangan itu?
Yang kurang itu punya siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Nah, ini yang kami tidak bisa pastikan, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Saudara di sini mengatakan, “Sehingga Pemohon kehilangan
suara sebanyak 105,” apa betul itu yang dikurangi punya Pemohon?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ini yang kami (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kan belum bisa, itu asumsi Saudara bahwa di situ ada kesalahan
penghitungan antara jumlah suara sah dan tidak sah di delapan TPS di
tingkat kecamatan, tetapi menyangkut 105 suara, tapi siapa yang
terkurangi itu kan Anda tidak bisa menentukan? Apakah itu punya
Pemohon atau punya Termohon ... atau punya Pihak Terkait kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
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244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252,

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya kan? Gitu kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lha ya. Kalau malah yang dikurangi sana, kan yang rugi sana,
bukan Anda?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu, terus dalil lain?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Izin, Yang Mulia. Yang ini kami minta untuk membuka kotak
suara, Yang Mulia, supaya diperiksa dengan seksama, ada asas
transparansi, tapi ini ketika pleno di PPK ditolak, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Tidak diberi kesempatan. Jadi, kami cuma mau memastikan itu
apakah memang itu suara untuk kami atau tidak, tapi kami sudah
meminta untuk dibuka kotak suara, kemudian meminta PSU juga tidak
dilaksanakan oleh Termohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dalil berikutnya, silakan.
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253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Jadi ada hak-hak ... apa ... hak-hak saksi di PPK itu yang belum
dilaksanakan oleh Termohon, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Tapi nanti kita cek kalau ini diteruskan, cek. Apakah itu saksi
Saudara tanda tangan di TPS situ atau tidak, termasuk itu nanti gimana.

Nah, dalil yang berikutnya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Dalil yang berikutnya itu terhadap ... terhadap ... sama juga, kalau
tadi pengurangan, Yang Mulia, yang sebelumnya. Ini sekarang (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ini sekarang penambahan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Di lima TPS?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di situ di Permohonannya ada kan TPS mana, desa apa,
kecamatan apa, ada kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ada, Yang Mulia.
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262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nanti kita telusuri, ya. Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Selanjutnya ini di dalil 46 itu ada kesalahan, Yang Mulia, apakah
bisa kami renvoi? Seharusnya 4.130, Yang Mulia, berdasarkan daftar
bukti yang kami ajukan di DPT.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
4.100?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

130, bukan 41.000. Salah ... salah tulis.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ini jadi renvoinya angka 1 itu enggak ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Enggak ada, Yang Mulia. Ini sesuai dengan bukti yang kami
ajukan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ... jadi begini, ada permohonan awal, ada perbaikan
permohonan dalam rangka perbaikan permohonan boleh mengubah
substansi, ya, kan? Substansi itu bisa menyangkut masalah angka-angka,
namanya, desanya, dan sebagainya, itu menyangkut substansi. Tapi di
dalam persidangan ini masih dimungkinkan ada perubahan atau typo
saja. Yang menyangkut typo saja, salah ketik saja. Ini masalah ini
Saudara dari angka 41.000 menjadi 41.130 itu sekarang ada hanya
4.130, bukan 41.000?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
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270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu nanti silakan direspons, itu menyangkut substansi atau sudah
.. menyangkut substansi atau hanya typo saja, ya. Tapi silakan Anda
komentari anu ... ada perubahan yang tertulis di dalam Permohonan
41.130, tapi yang benar menurut Saudara sekarang Anda perbaiki hanya
4.130, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya. Terus bagaimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Selanjutnya, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu pegawai itu tidak diliburkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Diliburkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Pemohon mendalikan bahwa 4.130 yang tidak dapat
menggunakan hak pilihnya karena tidak diliburkan kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak diliburkan atau diliburkan?
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279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Diliburkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ha?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Diliburkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Diliburkan, sehingga dia tidak bisa memilih?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bagaimana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Mohon izin, Yang Mulia. Saya bisa lanjut?
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, silakan, gimana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Yang itu, Yang Mulia, memang ada permohonan Termohon itu
mengajukan surat untuk meliburkan ... apa ... karyawan di PT ANA ini,
lalu kemudian memang ... apa ... nah, ini berbeda dengan Grup PT ANA
yang lain, PT ANA yang ini adalah itu ada pertemuan di satu tempat di ...
di ... apa ... mess kar ... apa ... room meeting PT ... PT ANA , lalu
kemudian disampaikan oleh, ya, semacam humasnya di situ tanggal 7
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288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

Desember, dua hari sebelum pemilihan. Bahwa memang pemilih itu
diliburkan, tapi bagi mereka yang pergi memilih itu akan di-swab test
kalau mereka balik. Nah, biaya swab test ini dibebankan kepada uang
karyawan, Yang Mulia. Jadi, siapa saja yang ikut pergi memilih pada
tanggal 9, itu akan di-swab test jika kembali.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang, pertanyaan saya, berarti di situ intinya ada upaya untuk
menghalang-halangi sejumlah 4.130 untuk memilih, gitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia, itu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang upaya menghalang-halangi, itu siapa yang melakukan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Yang melakukan itu satu ... ya, mohon izin, Yang Mulia, saya tidak
bisa sebut namanya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Lho, kenapa enggak disebut? Ini di dalam persidangan terbuka.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, namanya Pak Alex.
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296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pak Alex itu siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Salah satu TU di situ. Yang kedua adalah satu HRS semacam ini ...
human resources rekrutmen di situ menyampaikan itu di ruang terbuka
pada tanggal 7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apakah menghalang-halangi itu merugikan Pemohon atau
merugikan Pihak Terkait kemudian?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Merugikan Pemohon, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kok bisa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Kami membuktikan apa ... membuat surat pernyataan beberapa
yang tidak memilih takut karena misalnya harus di-swab dan lain-lainnya.
Yang kedua hari libur juga.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya, dia tidak bisa memilih karena harus ... takut swab.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Swab-nya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi orang yang memilih itu nanti memilih siapa, Anda tahu?
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305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya ... ya, Yang Mulia, yang tidak pergi memilih kami bisa ... kami
tidak bisa buktikan memilih siapa, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Itu kan ... itu kan anu ... nanti Pihak Terkait juga harus
tahu itu, gimana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu daliinya ada yang mencoba menghalang-
halangi untuk tidak memilih.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jumlahnya 4.130, tapi di sini di dalam Permohonan tertulis
41.130, ya? Dalil yang lain lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Saya bisa tambahkan lagi, Yang Mulia, yang tidak pergi memilih
itu kami buktikan dengan C pemberitahuan yang tidak di apa yang (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ada dijadikan bukti di situ?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Dijadikan bukti, Yang Mulia.
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314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik bukti P berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Itu mulai bukti P-49 ... P-50 sampai dengan P-95, Yang Mulia ...
eh, P-93, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
P-40 sampai P-937?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya, ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

P ... P ... P-58, Yang Mulia, sampai dengan P-93, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bukan P-40, tapi 5 ... 5 berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

P-58.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-58, baik.
Ada lagi dalil yang lain?
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323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Mohon izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Kawan saya mau menambahkan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nambah apa? Dalil yang lain ada enggak?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Dalil yang lain sudah tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, Petitum sekarang.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Morowali  Nomor  185/PI.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/X1I/2020
tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hasil
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemilihan ... Perhitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17
Desember 2020, pukul 20.00 WITA sepanjang perolehan suara
pasangan Calon Nomor Urut atas nama dr. Delis Julkarson Hehi
dan Djira, S.Pd., M.Pd.

3. Menetapkan perolehan suara ... hasil perolehan suara yang
benar, sebagai berikut.

a. Pasangan Calon Nomor Urut 1=32.051.
b. Pasangan Calon Urutan 2=33.654, Yang Mulia.
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330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Itu suara yang benar menurut Saudara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Atau mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali,
dianggap dibacakan. Memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 1
Desa Mondowe, Petasia Barat. TPS 02 Desa Momo, Mamosalato. TPS 4
Desa Bungintimbe. TPS 01 Desa Peboa. Atau seluruhnya di 59 TPS, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Memerintahkan pemungutan suara ulang lanjutan di Kecamatan
Petesia Timur. Memerintahkan KPU Morowali untuk melaksanakan
putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.
Prof. Saldi, ada? Silakan!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara Pemohon coba Anda lihat di halaman 10 di Permohonan
... Perbaikan Permohonan itu. Sudah?
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338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Poin 4.5. huruf c. Sudah ditemui, Pak ... ditemukan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Sudah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba, ya, saya bacakan, ya, “Kecamatan Soyo Jaya TPS Nomor
002 yang Desa Tamainisi. Termohon menetapkan pengguna hak pilih
214 suara dan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebesar 0.” Oke,
Jadi jumlah suara sah dan tidak sah sebesar 0. "Dengan demikian terjadi
penambahan 254 suara. Terdapat perubahan angka yang dalam renvoi
oleh KPPS, namun tidak disetujui dengan tidak memberikan paraf renvoi
terhadap perubahan tersebut.”

Nah, coba saya ingin tanya ini. Apa maksudnya yang poin ini? Ini
hak pilihnya=214, Oke? Ya, kan Anda tulis sendiri. Tapi, tiba-tiba Anda
mengatakan, "Dengan demikian penambahan 254 suara.” Bagaimana
tentang 254 ini? Sedangkan suaranya cuman 214?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, itu mohon maaf, Yang Mulia, itu yang salah.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Salah tulis. Tapi, yang kami perlu sampaikan bahwa meneliti (...)
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345.

346.

347.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya saja, Saudara jawab. Jangan ... jangan
yang lain. Kan kami tidak mengetahui apa yang ada dalam kepala
Saudara. Yang kami ketahui apa yang Saudara tuliskan, kan.

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi. Yang Mulia, Pak Manahan? Cukup?
Baik.

Saya akan mengesahkan alat buktinya. Perkara Nomor
10/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Banggai, Pemohon mengajukan Bukti
P-1 sampai dengan Bukti P-59. Betul? Betul. Tidak ada bukti tambahan,
ya? Cuma ini, ya, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-59.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Kemudian, Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021 untuk
Kabupaten Morowali Utara, Pemohon mengajukan Bukti P-001 sampai
dengan P-093. Begitu? Betul? Tapi ada catatan beberapa hal yang perlu
Anda perbaiki. Ini P-041 dan P-043 itu tidak ada. Tidak ada bukti
fisiknya. Di daftar ada tapi bukti fisiknya enggak ada. Berarti dicoret, ya.
P-01 sampai dengan P-093, tidak ada P-041 dan tidak ada P-043, catatan
pertama.

Kemudian, untuk alat bukti tambahan tadi belum diberi tanda,
nanti setelah ini diberi tanda. Terus, kemudian belum menyerahkan
softcopy Permohonan dan daftar alat bukti. Softcopy-nya nanti
diserahkan. Ya? Bisa dimengerti, Pemohon? Baik. Kalau begitu, ya ...
apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Izin, Yang Mulia. Bukti P-041 belum diserahkan, Yang Mulia, tadi
tertinggal, Yang Mulia.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh (...)
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349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: PUTU BRAVO TIMOTHY

Mohon maaf.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tertinggal. Ya, sini diserahkan. P-041 dan P-043 diserahkan! Betul
itu sudah dikasih kuping? Ha? Ya, nanti diserahkan dulu, nanti dikasih
kuping setelah selesai persidangan ini. Tapi ada, ya, bukti fisiknya P-041
dan Bukti P-043. Kenapa tidak diserahkan dari tadi? Ya, betul itu. P-041
dan P-043 berupa apa itu bukti fisiknya? Apa itu saya tanya pada
Pemohon, P-041 dan P-043 itu bukti fisik berupa apa? Di daftar bukti itu
... Namanya apa itu? Yang P-041 nanti Anda kasih nomor P-041 berarti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Ada kejadian khusus, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Bukti P-041 tentang laporan kejadian khusus?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Oke. Kemudian, P-043?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Kejadian khusus, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ha? Lah, ini ... apa ini? DPT gitu, kok? Kejadian khusus, gimana?
P-043 itu ... ini ... anu ... daftar pemilih tetap pemilihan bupati ...
daftar pemilihan tetap, bukan kejadian khusus. Ini khusus memang kalau

biasanya enggak ada pilkada. Ini ada pilkada, ya, khusus memang. Tapi
khusus apa ini? Ha? Apa ini? Ya, tolong diklirkan, ya (...)
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357.

358.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104/PHP.BUP-
XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti, ya, setelah ini. Tapi Saudara nanti harus bisa meng ...
anukan ... ada bukti fisik tapi yang belum jelas. Catatannya P-001
sampai dengan P-093 untuk P-041 bukti fisiknya dan di daftar sudah
ada, tapi itu berupa kejadian ... laporan-laporan kejadian khusus. Bukti
P-043 nya, ya, masih dalam catatan, ya. Karena tidak jelas antara nama
di daftar bukti dengan buktinya.

Oh, P-041 dan P-043 juga DPT itu. Ya. Jadi, saya sahkan dulu,
nanti di ... anukan ... lagi setelah persidangan berikutnya. Yang sudah
disahkan P-001 sampai dengan P-093, kecuali P-041 dan P-043. Ya,
disahkan.

KETUK PALU 1X

Nanti diselesaikan dulu. Disahkan berikutnya pada persidangan
yang akan datang.

Ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait atas nama Ir.
Amirudin dan pasangannya, Drs. H. Furqga ... Furganuddin, pada Perkara
Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini diterima Permohonan untuk
menjadi Pihak Terkait.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Perkara 104/PHP.BUP-XIX/2021 ada permohonan
untuk menjadi Pihak Terkait dari Dr. dr. Delis Julkarson dan Djira, betul
begitu? Betul. Dengan ini disahkan untuk menjadi Pihak Terkait.

KETUK PALU 1X

Baik. Nanti Pihak Terkait pada sidang berikutnya sudah bera ...
duduk di depan sini, ya.

Kemudian ini agenda atau jadwal penundaan persidangan yang
berikutnya. Untuk Perkara Nomor 10/PHP.BUP-XIX/2021, persidangan
yang akan datang Jumat, 5 Februari 2021, pada pukul 13.30 WIB.

Kemudian pada Perkara 104/PHP.BUP-XIX/2021, penundaan
Jumat, 5 Februari 2021, pada jam 13.30 WIB. Dengan agenda
mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pihak
Terkait, mendengarkan keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat
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buktinya, termasuk bukti tambahan yang belum disahkan tadi, bisa
disahkan pada waktu persidangan ini.

Kemudian yang berikutnya, untuk Termohon, Pihak Terkait, dan
Bawaslu kalau buktinya itu banyak, supaya bisa diserahkan satu hari
sebelum persidangan, ya. Satu hari sebelumnya untuk disampaikan di
Kepaniteraan di bawah untuk dilakukan sterilisasi dahulu, ya.

Kemudian yang saya sampaikan tadi, supaya datang yang tidak
mempunyai antigen bisa datang lebih awal, supaya bisa di-antigen
terlebih dahulu.

Ada yang akan disampaikan sebelum saya tutup? Sudah semua,
ya? Prof. Saldi ada yang disampaikan? Yang Mulia, cukup? Baik, kalau
cukup. Terima kasih semua dan kita sudah menyelesaikan persidangan
kali ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB

Jakarta, 28 Januari 2021
Panitera,
Muhidin
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